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KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BEUTUNG

NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBEI{TUKAN SATUAN TUGAS

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 dan Pasal

15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2023 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten /Kota;
b. bahwa berdasarkan perlimbangan sebagaimana dimaksud

huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang

Pembentuan Satuan Ttrgas Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Talrun 2A14 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Watikota Menjadi Undang-Undang (l,embaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56561

sebagaimana telah beberapa kali diubah, tera.khir dengan
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Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2

Tahun 2O2O Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor

I Tahun 2015 tentang Penetapan peratunrn pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Meqjadi

Uadang-Undang Menjadi UndangUndang {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O2A Nomor 193,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

65a7);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2ALT tentang pemilihan

Umum {l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun ZAfi
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I
Tahun 20?2 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 7 ?ahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah {L,embaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 1?7, Tamhahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a890);
j+. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor I Tahun 2019

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota {Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor I Tahun 2019 tentangTata

Kery'a Komisi Pemilitran Umum, Komisi Pemilihan Umum

Pmvinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
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5. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 14 Tahun 2020

tentangT\rgas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Keq'a

sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan umum, sekretariat
Komisi Pemilihan umum Provinsi, dan sekretariat Komisi

Pemilihan umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 20ZO tentang Tirgas,

Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat

Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia. Tahun 2A23 Nomor 99);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun ZAZJ

tentang Penyelenggaraan Sistem pengendalian Intern
Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi pemilihan

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota {Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 172);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun

2023 tentang Pedoman Teloeis Penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PEMBENTUKAN

SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN

PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROWNSI KEPUI"AUAN BANGKA BELITUNG.

Membentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung yang terdiri dari:

1. Pengarah;

2. Penanggung Jawab;

KESATU
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3. Ketua;

4. Sekretaris; dan

5. Anggota.

: susunan satuan Tugas sistem pengendalian Intern pemerintah

di Lingkungan Komisi Pemilihan umum provinsi Kepulauan
Bangka Belitung sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang

merupakan baslan yang tidak teryisahkan dari Keputusan ini.
: Wewenang dan tanggung jawab Satuan T\rgas Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi
Pemilihan umum Frovinsi Kepulauan Bangka Beritung

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai

berikut:

1. mel;aksanakan koordinasi intern tahapan penyelenggaraan

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang meliputi
persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan;

2. melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis penerapan

petunjuk telcris dan standar operasional prosedur

penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

3" melaksanakan koordinasi dengan Inspektorat Komisi

Pemilihan Umum Republik Indonesia; dan

4. melaksanakan koordinasi dengan Perwakilan Badan

Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

: Tugas kelompok kerja Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam

Dilrtum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Pengarah, dengan tugas sebagai berikut:

a. mengarahkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah agar sesuai dengan tujuan, kebiiakan

dan rencana tindak yang telah disusun; dan

b. melakukan monitoring terhadap penyelenggars.an Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah.

2. Penanggung Jawab, dengan tugas sebagai berikut:

a. membantu Pengarah dalam penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah agar sesuai dengan

tujuan, kebifakan dan rencana tindak yang telah disusun
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melaksanakan pengendalian untuk menjamin kuaritas
penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern pemerintah;

b" melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah; dan

c- melaporkan Hasil Penyelenggaraan sistem pengendalian

Intern Pemerintah kepada Peagarah.

3. Ketua, dengan tugas sebagai berikut:

a. merumuskan dan menyusun rencana tindak serta jadwal

kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah sesuai dengan arah dan keb{jakan yang telah

ditetapkan;

b. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan

tim Satuan Tugas;

c. melakukan koordinasi, integrasi dan monitoring
penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

pada Bagran dan Sub Bagian;

d. melakukan koordinasi dan sinergi dengan Satuan Tlrgas

Pemhinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah pada Perwakilan Badan Pengawas Keuangan

dan Pembangunan dan Inspektorat Utama Sekretariat

Jenderal Komisi Pemilihan Umum; dan

e. menJrampaikan laporan penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah kepada Penanggung

Jawab.

4. Sekretaris, dengan tugas sebagai berikut:

a. mengelola administrasi, keuangan, dan dokumentasi

kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah;

b. membantu ketua dalam merumuskan dan menyusun

reRcana findak, serta jadwal kegiatan penyelenggaraan

sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengaa

arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;

c. mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan

penyelenggaraan sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

d. melaksanakan parameter dari setiap unsur Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah yang digunakan dalam
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ra-ngka penerapan Sistem pengendalian Intern
Pemerintah;

e. membantu Ketua dalam koordinasi, integrasi, dan
monitoring penyelenggaraan sistem pengendarian Intern
Pemerintah pada Bagian dan Sub Bagran;

f- membantu Ketua dalam melaksanakan kordinasi dengan

Satuan Tugas Pembina penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah pada perwakilan Badan
Pengawas Keuangan dan Pembangunan dan Inspektorat
Utama Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umuml

g, melakukan pengisian kartu kendali dan pemenuhan

dokumen peadukung kartu kendali;
h. melakukan evaluasi kelengkapan kartu kendali pada unit

keq'a di wilayah Komisi Pemilihan Umum provinsi

Kepulauan Bangka Belitung; dan

i, membantu Ketua dalam menyusun laporan kegiatan
penyelen ggaraarl Sistem Pengendalian Intern pemerintah.

5, Anggota, dengan tugas sebagai berikut:

a, membantu merumuskan darr menyusun rencana tindak
penyelen ggaraafl Sietem Pengendalian Intern Pemerintah,

serta jadwal kegiatan penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan arah dart

kebijakan yang telah ditetapkan;

b. membantu mengidentilikasi dan menetapkan kegiatan

yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi

di masing-masing Bagian dan Sub Bagian;

e . membantu dalam rnelaksanakart dan menerapkan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah dalam setiap kegiatan di

masing-masing Bagian dan Sub Bagtrart;

d. membantu dalam memantau Progreee pelakeanaan

kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di

masing-masing Bagian dan Sub Eragja;n;

e. membantu menyelenggarakan kegiatan Pengendalian

sesuai dengan ukuran, kompleksitas, serta sifat dari

tugas dan Fungsi masing-masing Bagran dan Sub Bagian;

f, mendokumentasikan pelaksanaan penyelenggaraan

Sistem Pengendalian Intern P emerrntah;
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g. membantu melakukan pengisian kartu kendali dan
pemenuhan dokumen pendukung kartu kendali;

h. membantu melakukan Evaluasi kelengkapan kartu
kendali pada unit kerja di wilayah Komisi pemilihan

Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; dan
i. Membantu melaporkan hasil pelaksanaan

penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern pemerintah

pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung kepada Ketua.

Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1

Tahun 2024 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem

Pengendalian Intern Pemerintatr di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dicabut

dan dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 10 Maret 2025

UMUM
BANGKA BELITUNG,

s*
s

HUSIN
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVTNSI KEPUI.,AUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 5 TAHUN 2A25
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERIT{TAH DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SUSUNAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDAUAN INTERN PEMERINTAH DI
UNGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PEMILIHAN UMUM
BANGKA BELITUNG,

t*-
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NO JABATAN KEDUDUKAN DALAM
SATUAN TUGAS

I Ketua Komisi Pemilihan Umum Frovinsi
Kepulauan Bangka Belitung Pengarah

2
Anggota Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan

Penanggung Jawab

3
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Ketua

4
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat

Sekretaris

5 Kepala Subbagian Hukum Anggota

6 Kepala Subbagian Sumber Daya
Manusia

Anggota

7 Kepala Subbasian Keuangan Anggota
8 Kepala Subbagian Umum dan togqtik Anggota
9 Kepala Subbagian Perencanaan Anggota

10 Fungsional Umum Subbagian Hukum Anggota merangkap Operator Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah
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